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TFTAFKKXARTA — Devwan Pervwalkilan
Rakyat kermarimn rmemasuki uasia
T4 tabhbun., Kendati dermilkian,
kiimerja para walkil rakyvat dalarn
fungsi legislasi, pengavwasarn,
Imaupun anggaran rmasih jaubh
dAarilkata mernuaskan, bailk daxi
segikuantitasmaupunkualitas.

HKoordinmator Indonesia Par—
lJiamentary Center (IPCY) Ahirnad
FHanafi rmenilai kimerja legislasi
PDOPR masih jauh dari target.
Meskipun Ketua DPR meng-—
klaim sudah mengesahlkan 77
RUU, tapi yang harus dilihat
tidak hanya selurulh RUUT yrangs
Adisahkan IDPR yang sebagian
besar merupakan RUU kurnua—
Ilatifterbulka.yvaitu3IS8 RUUsejalk
201S. Kurnmulatif terbuka itu
berisi pengesahan perjamnjiaxn
internasional, pengesahan pexr—
aturan pemerintah penggosanti
uundang-undang (Perppu) rTmmati—
Prurn RUTUU APBIN, RUUUAPBIDNN-F
dan pertangsungijavabarn AP -
BIN. “"Arxrtinya, 7V 7 ARUU ssansgs di-
sahkanmn tersebut, sebagaijiznana
disampaikan Ketua IDPR, nasih
Jauh daritargetyamnmgditetaplikan
dalarn Program [Legislasi TNa-—
siormnal di luar kurmulasif, yaitu
18O RUUU " papay Flanafi.

Selain itu, kualitas undangs-
Tundang vang dihasillkkan jugsa
pratut dipertanyakan, texrutarna
dari sudut pandang represern—
tasi. Undang-undang yvang baik
adalah ketika disahkan tidak

.menyisakan komplain karena -

aspirasi publik telah terako-—
modasi damn dikelola derngsan
bailc pada saat pembabhbhasan
RUU terkait. N arm»wuin, saat imi
ada 87 gcugatan ke NMahkarmah
Konstitusi (MKD) terhadap 9
undang undang yvang disahlkan
oleh DPR sejak 201 5. “Gugsatan
ke MK adalah bentuk komplain
terhadapmateridalarmundarnsgs—
undang oleh sejurmlah kelorn—
rokmasyarakatyangberkeper: —
tinmgan terhadap unmndang—urn-—
dang tersebut,””” sebut FHHanafi.
Karerma FELL, berdasarkan
fakta di atas, DPR seharuasniyva
rrulai mereviu agenda parle—
rmen modermn untuk dipertajarn
kembali pada periode berilkuatc—
Iy a, yaitu parlermen yang ter—
bulka. represemntatif, dan meng—
sunakan rteknologi informasi.
Agenda pariemen modern se—
harusnya mampu rmengcatasi

komplain publik terhadap ki —
nerjaparlermendanmmentingkat—
kan efeltivitas kexrja Para
anggota DPR,)  ucap FHamnafi.

Ketua IDPR Bambang Soe-—
satyo menilai banyalk capaian
PParawakil rakyat selarnma lirma ta —
Thun teralkhir. IDi bidang legislasi
misalnya DPR mengklairm telah
mengesahlkan 77 undang-urn—
dang (UUD. Terkait fungsi perngs—
awasansepanjangperiode 2071 <1—
2019, DPR telah rmembentuk 8
tizrm pengawvwas dan permanitawu, 1
Pranitia khusus (pansus) anglket
serta, 40 panitia kexrja (panmja),
syang dibemntuk pirmpinmnan sexrta
angsota DPR sebagai bentulk
rengawasan ekselcutif. "IDalarn
relaksanaan fungsi legislasi, se—
larma Tahurn Sidang 20318382019,
IDPR telah rmermbahas darn rryve—
myvetujui bersarna Presidern se—
banyvalk 15 RULJTuntuk disahlkan
mrenjad UU. Dengan dermnmiilkkian,
secara keseluarubhan jurmlalkh RUOUJ
syang telah selesai dibahas daxi
awvwal periode keanggotaan IDPR
RI 201 4-2019 sampai-dengan
Agustas " 20T9 berjurmlah 77
RUUT katanya dalarm Pidato IL.a-—
poran Kinerjia IDPR IDalar Rangs—
Jka FAHAUT ke-74 di Ruang Paripur—
na DPR, Kompleks Parlermnmem=
Senayan, kermarin.

Terkait fungsi pengawvwasarn
terhadap lkimexrja ekselwutift,
Bamsoet mengungkaplkan, IDPR
telah membentuk berbagai tirm
PrPengawas dan permantau, pani—
tia khusus, ataupun panitia kexr —
Ja. "TPada Tahun Sidarng 2071.8-—
2019, DPR mermiliki 83 tirm yarngs
dibentuk di Pirmpinan IDPR. Tirn
tersebut sebagian besar rmexrii—
Prakan titm yvyang dibentulk dan
melaksanakan tugasniyva dari ta—
hun sidangyanglalu, bahkan be-
berapa di antaranya dirmulai se —
Jak awal periode 2014-201.9,77
katamnya.

Bamsoet rmermaparkan, ke—
beradaan tirm pengawas ini rme—
mang dirmaksudkan auntuk se—
cara konsistem melalkulkanm
Pengavwasan terhadap berbagai
kebijakan yang dihasillkan, baik
oleh pemerintahmaupuninter—
nal DPR. "Agardapatdipastikan
kermanfaatannya bagi seluruh
rakyat,” itmbuhnyal -

Adapun tirm yvyang dibentulk
oleh pirmpinan IDPR tersebuaat, Adi
antaranya @Hirm Implermentasi
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DPR memasuki usia ke-7:

Rancangan undang-undang
dalam Prolegnas Prioritas:
40 RUU
Berhasil disahkan:

14 UU
Rincian :

Penetapan Perppu Nomor
1/2014 tentang Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada)

Perppu Nomor 2/2014
& tentang perubahan UU
¢ Nomor 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah
| (Pemda)

@ Perubahan UU Pemda

0 Perubahan UU Pilkada

9 Penetapan Perppu Nomor
s 1/2015 tentang perubahan

UU Nomor 30/2002

tentang Komisi

Pemberantasan Tindak

¢ Pidana Korupsi (KPK)

e Pencabutan Perppu Nomor
4/2007 tentang Jaring
Pengaman Sistem
Keuangan

Reformasi DPR dan Tim Peng-
awas DPR terhadap Pelindung-
an Pekerja Migran Indonesia.
Dalam fungsi anggaran, lanjut
Bamsoet, DPR telah membahas
Rancangan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Negara (RA-
PBN) bersama pemerintah de-
ngan memperhatikan pertim-
bangan-pertimbangan yang
disampaikan oleh DPD RImela-
lui Badan Anggaran (Banggar).
® kiswondari

Rancangan undang-undang’ ¢
dalam Prolegnas Prioritas:

51 RUU

Berhasil. disahkan:

20 LY

"{ Rincian:
@ UU Penjaminan

UU Tabungan Perumahan
s Rakyat

UU Perlindungan.dan
Pemberdayaan Nelayan;,
Pembudi Daya Ikan dan
Petambak Garam

@ UU Penyandang Disabilitas
Perubahan UU Pilkada hasil
penetapan Perppu

¥ UU Pengampunan Pajak

x& UU Paten

Perubahan UU Nomor
11/2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU Merek dan Indikasi
Geografis

Rancangan undangfundang
dalam Prolegnas Prioritas:
52 RUY

Berhasil disahkan

18 UU

Rincian :

@ UU Sistem Perbukuan

@ UU_Pemajuan Budaya

@ UU Arsitek

Perppu Noemor 1/2017
tentang Akses Informasi
Keuangan untuk
Kepentingan Perpajakan

@ UU Pemilu

Perppu 2/2017 tentang
Perubahan UU 17/2013
tentang Ormas

@ UU Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia

&

DROR

CAPAIAN BIDANG PENGAWASAN

Tim Pengawas

-
& Tim Implementasi Reformasi DPR;
# Tim Pengawas DPR terhadap Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia;

# Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-undang (UU)

Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU
Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Pelaksanaan UU

Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta, serta Pelaksanaan UU Nomor 29/2007 tentang

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu

Kota Negara

¥ Tim Pengawas DPR Rl terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji;

@ Tim Pengawas DPR Rl terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana;

. RAK

Rancangan undang=undang
dalam Prolegnas Prioritas:
50 RUU

Berhasil disahkan:

1T

Rincian :

@ UU Kepalangmerahan

€D perubahan Kedua UU
¢ Nomor 17/2014 tentang
- MPR, DPR, DPD dan DPRD
{ ovp3)

4 tahun. Para wakil rakyat terus berbenah menjalankan tiga fungsi utama
di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.

.

Rancangan undang-undang
dalam Prolegnas Prioritas.
55 RUU

Berhasil disahkan

12 Uu

Rincian :
@ UU Kebidanan

@ UU Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah

9 UU Sistem Nasional llmu
¢ Pengetahuan dan Teknologi

e UU Kekarantinaan Kesehatan @ UU Sumber Daya Air

UU Penerimaan Negara
. Bukan Pajak

UU Serah Simpan Karya
Cetak dan Karya Rekam

@ UU Pekerja Sosial

W Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan
Daerah Pemilihan (UP2DP);

® Tim Penguatan Diplomasi Parlemen;

® Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan.

@ Panitia Khusus (Pansus)

B Pansus Panitia Angket DPR Rl terhadap Pelindo II
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